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PENETAPAN

Nomor 2993/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

مم      يي مح رر ال من مم يح رر ال مه الل مم يس مب
  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Depok  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:
Hyssandris  Tiwa  Bintang  Binti  Songdi  Hasan  Suhadi,  umur  43  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan  Karyawati

Swasta,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Shofa  Marwa III

No.  74,  RT.  007  RW.  006  Kelurahan  Mekarsari

Kecamatan  Cimanggis  Kota  Depok,  selanjutnya

disebut  Penggugat;
M e l a w a n

Abdul  Kohar  Bin  Saradi,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S.1,

pekerjaan  Tidak  bekerja,  bertempat  tinggal  di  Jalan

Shofa Marwa III No. 74, RT. 007 RW. 006 Kelurahan

Mekarsari  Kecamatan  Cimanggis  Kota  Depok,

selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  11 Oktober 2017

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu

juga  dengan  register  perkara  Nomor 2993/Pdt.G/2017/PA.Dpk.  tanggal  11

Oktober 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  adalah  isteri  sah  Tergugat,  yang  pernikahannya

dilaksanakan  pada  tanggal   29  Januari  1999,  di  Cimanggis  Kabupaten

Bogor, Kutipan Akta Nikah nomor: 1581/13/I/1999 tanggal 29 Januari 1999,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis

Kabupaten Bogor;
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2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal

di  Jalan Shofa Marwa III No. 74,  RT.  007  RW. 006  Kelurahan Mekarsari

Kecamatan Cimanggis Kota Depok 

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  telah

bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Talitha Sadiya, Perempuan, lahir di  Jakarta, pada tanggal 10 Desember

1999;

b. Delia  Naura Husniyah,  Perempuan, lahir  di  Jakarta pada tanggal  15

Desember   2005;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  tetapi  sejak  bulan Februari  2006  sampai  sekarang  antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:

a. Tergugat  kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah

lahir dan bathin sejak februari 2006 sampai saat ini; 
b. Tegugat  tidak  menghargai,  tidak menghormati,  tidak peduli  dan

tidak terbuka terhadap Penggugat sebagai istri;
c. Tergugat  tidak  ada  kejujuran  dalam  masalah  keuangan  yang

dihasilkan dari hasil pekerjaan Tergugat;
d. Penggugat keberatan atas sikap keluarga Tergugat  yang selalu

ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

terjadi sejak April  2017 yang akibatnyaTergugat  pisah ranjang dan sudah

tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa  pihak  keluarga  telahberupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya

tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat   dibina  dengan  baik  lagi,

sehingga  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah,  tidak

tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan

terbaik kecuali perceraian.
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Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya

Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Abdul  Kohar  Bin  Saradi)

terhadap  Penggugat    (Hyssandris  Tiwa  Bintang  Binti  Songdi  Hasan

Suhadi);

3. Menetapkan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sesuai  dengan  ketentuan

hukum;

Apabila  Pengadilan  Agama  Depok  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  tanggal  28

November 2017  Penggugat  dan Tergugat  hadir  menghadap di  persidangan

Selanjutnya  setelah  Majelis  Hakim  mendamaikan  Penggugat  dan Tergugat

berhasil, maka selanjutnya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan

mencabut gugatannya;
Bahwa untuk  singkatnya  penetapan ini,  maka semua yang  tercantum

dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  harus  dianggap  telah  termasuk  dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
Menimbang,  bahwa  pada  persidangan  tanggal  28  November  2017

ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pemeriksaan  perkara  ini  belum

memasuki  pokok  perkara  dan  surat gugatan  Penggugat belum  dibacakan,

maka terhadap pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan tanpa harus minta

persetujuan dari Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.
Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya

sebagaimana tersebut di bawah ini.
Memperhatikan  Pasal  271  Rv.  dan  segala  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut  perkara  Nomor

2993/Pdt.G/2017/PA.Dpk;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat

pencabutan pekara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp.  431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  pada  hari Selasa tanggal  28

November  2017 Masehi,  oleh  kami  Away  Awaludin,  S.Ag,  M.Hum sebagai

Ketua Majelis,  H. M. Arief, S.H, M.H  dan  Tuti Sudiarti, SH, MH dan sebagai

hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh

Ketua Majelis  dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  oleh para

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

 

H.M.  Arief, S.H, M.H        Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

  

     Tuti Sudiarti, SH, MH

                                                     Panitera Pengganti,

Hlm. 4 dari 5 hlm, Pen. Nomor  2993/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya: 

1. Pendaftaran Rp.   30.000,00

2. Biaya Proses Rp.   50.000,00

3. Panggilan Rp. 340.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5  .       M  e  terai                               Rp.           6.000,00

Jumlah Rp. 431.000,00 
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